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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAJALENGKA
Momor + Z030 4 =/DPMETSRS TIT /2022
TENTAMG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB) AS SYIFA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KABUPATEN MAJALENGKA

bahwa Derdasackan Surst Permohonan beserta banpirannya dan Saudara Mohamad Ramdan,
AMd tEnggal 10 Desember 2021 Peghal Permobonan Perpanjangan Tzin Operasional | dan
berdasarkan Rekomendasi Dinas Penidikan. Nomor  PE/04/542/Bad. PALID dan Dikmas =nggal
L1 Febyuan 2022 Kelermpok Benmioin (KB AS SYIFA dinyatakan memenihi syarat untuk
menyalengarakan Kelomook Bermain (KEB);

bahwa berdasarkan perimbangan s aimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang  Nowmor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Masicnal dipanda periu
diterbekan Tzin Peryelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Barmain (KB) AS SW'II-I!.%
ditetapkan dangan keputisan Kepela Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Temadu Satu Pt
Eabumaten Majalengka.

Undang-Lndang Nomar 14 Tahun 1950 tentang Pembentiskan Daerah-dacrah Kabupaten dalam
Lqulu.mgan Fropinsi Jawa Barat (Berta Megara Republik Indonesia Tahun 1950)  sebadsimana
telah diutish n U ndang Momor 4 Tahun 1968 tentang Pembertulan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang  Pembentukan Deemh-Daerah Kabupaten dalam Ungkungan Provins: Jawa  Barat
‘Lembaran Megara Republkc Indonesia Tahun 1958 Momee 31, Tambahan Lembaran Neonara
Repubiik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tEl'ﬂEI:F; Sistem Pendidilan Nasional (Lembaran Negara
ik Indonesia Tahwn 2003 ‘MNomor 78 Tambahan Lembaran Negara Repubdk Indonesia

Republik:
Momor 43017; N

Undang-Undang Momor 32 Tatimn 2004 ten Pemenntahan Daeah (Lembaran Negara
Republik Tndonesz Tahun 2004 Momor 125 T Lemibaran Magara Repubiik Indonesis
Homor 4437 ) sehagaimana telah beberapa k3!l diubah teraxhic dengan Undang—Undang Nomor
12 Tahun 2002 tentang Penibzhan Kedua 2tas Undana—ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintaban Daersh (Lembaran Magaka Repuslik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tamibahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45344

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2008 ientang  Permbancan Keusngan Antems - Pusat. dan
Pemerintah Dasrah (Lembarsn Negara Repubkk Tndonesia Tahun 2004 Homor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor $438);

Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  (Lembaran
Neoara Republk Indonesis Tahun 2005 Momor 41 Tambahan Lembaran Negarm  Repubiic
Indonesia Nomor 4996), Sebagaimans ielah disbah dengan Peraturas Pemesintah tomor 19

Tahun 2005 Ter Standar Nasional Pendidikan (Lembaraa Indonesia Tahun
2013 Namor 71 T Lesmhiaran MNedara Republk Tndonasia N S410%;

Pergturan Pemerintall Rormor 38-Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemermiah Antars
Pemerintah, Pemerintah Provins dan Pemerintah Kabupaten) Kota  (Lemtaran N ik

Indonesia Tahun 2007 Nomar 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia | 47505

Peratisran Permenntah Nomor 41 Talmm 2007 tentang nisasi Peranckat Daerah  {Lembaran
hedara Repablik [ndonesia Tahon 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Megara Repoblik
Incionesia bomor 47500

Peraturan Pemersttah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Namor 91 T Lembaran Negara Republik Indonesis
Homor 4864); Lo

Permturan  Pemerintah  Momor [P T@hun 2010 tentang  Pengelodaan dan  Pervelengaraan
Pendidikan  (Tambahan Lembaran a bk Indonesia Tahun 2010 HNomor 23)
Sebagaimana telah diobah dengan Persturan inatafi NMomor 66 tatun 2010 tentang

Perubanan Atas Pernerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Perxlicfikan { Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Homor 5157%;

Peraturan Menten Pendidikan Nasional Repubdik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pandidikan Usia Dai:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubsik Indonesia Momor 81 Tahun 2013
lentang Pendinan Satuan Pendidikan Nonformal {Berita Negara Republik Indonesia t@hun 2013
Momar 877) Sebagaimana Talah diubaé dengan Péwraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan
Repullik Indonesia Neenor B4 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Perdidikan Monformsl
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Nama Kelompok Bermain (KB)
Alamat

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengia Nomor 7 Tehun 2008 EnEng Unssen Permedinizh
Daerah Kt Majalengia (Lembaran Daerah Kabupaten Maikengka Tahun 2008 Momor 2.
. At i bl th o Fabupaten Majakeng D08 homor

Peraturan Daerab Kabupaten M jalengka Momor 4 Tahun 2017 tents Pernsetenddaraan
En;_rlanan i Kabupaten Majala-lgkaa]:LEn-haran Daarah Kabupaten Ha}akzngkamrahun 2013 Nomoe

Péatﬂ?;—} Dﬂamhhmmh.u?ga?mmrujaﬁ K Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubshan atss
Peratur, aera mar ahun 2016 tentang Pembenty dan Susunar kat Das=rah
Kabupaten Mafalengia ; an usumian Perandkat

Peraturan Bupati Majedengla  Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pefimpahan Kewsanan Pesrtrinan
dME:_‘n NnnkP;_ﬁmrarr pada [snas Penanaman. Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pirrt?:mxa-'_up:-fnﬁ

MEMUTUSKAN :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Perxdidikan Usia Dini Kepada:

AS SYIFA

Blok Parentah RT 031 R'W 004 Dexa
Cipendeuy Kecamatan Bantarujeg
Kabupaten Majalengka

Dengan Ketzntuan sebagai Berikut:

1

Menggunakan Kurikulum dan Metnda Belajar yang sesual dengan hujuan Pendidian
Masicnal;

Mentaati Peraturan Perundang-undangan yanag baeraky

Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kanupate
Majalengka

Permohionan  Perpanjangan Tzin Sefambat-lambatmya 30 (Tiga Puluh) hen Sebelum
Berakhirmya masa [zin

Lzin Sebagalmana dimaksud dalam diktum KESATU berlaky selama 3 (Tiga) Tahun,
Keputusan ini Berlaku 3 ({Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan cengan ketentuan apabila di

kerriudian hari terdapat kekelinuan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaixan
atail perubahian sehagalmana mestinya,

Menetaplan

KESATU
2.
3
4,

KEDUA

KETIGA

Tembusan

¥th. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maja*engka

Ditetapkan di Majalengka
e Fada Tanggal |4,_.~| Marst 2022
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NOTARIS
Drs ABD MUIN,S.H.,,M.Kn

SK. Menten Hukum dan HAM Republik Indonesia
Mo. AHU-0O0306.A4.02.01.Tahen 2020, Tanggal 2B Januan 2020

AKTA

AKTA T YAYASAN ALMUHIBBAT LADLING CIBELIRIH
TANGGAL 02 MARET 2021
NOMOR 102

Kantor : Perumahan Green Patrol Residence
Blok B. 03 Patmol Lor Kecamatan Patrmol Indramayu 452157
®Phone ; 0234-7150640 »E-mail : amuin.abdulidgmail.com
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